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ABSTRACT: Corruption is one of the serious issues that often occur in developing countries,
such as Indonesia. Many efforts have been made to eradicate corruption in Indonesia, however,
corruption remains rampant in various forms. One example is the corruption case involving
Surya Darmadi, which pertains to the misuse of permits in the palm oil plantation sector. This
study aims to analyze the misconduct in Surya Darmadi's corruption case from the perspective
of human values and to examine the measures taken by the Corruption Eradication
Commission (KPK) to address the case. The research method used is qualitative research. The
findings are as follows: First, in Surya Darmadi's corruption case, the resolution of site and
plantation permits was carried out illegally without proper approval for obtaining forest area
release permits. Second, KPK'’s actions in handling the Surya Darmadi case align with human
values. Third, several factors contributing to corruption in Surya Darmadi’s case, despite
violating human values, include human greed, a consumptive lifestyle, and weak morality.
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ABSTRAK: Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang seringkali terjadi di
negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Banyak upaya dilakukan untuk
pemberantas korupsi di Indonesia, namun hingga saat in1 korupsi masih merajalela
dalam berbagai bentuk, salah satunya kasus korupsi Surya Darmadi penyalahgunaan
perizinan di sektor perkebunan sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis
tindak penyimpangan kasus korupsi Surya Darmadi dalam perspektif nilai
kemanusiaan dan upaya apa saja yang dilakukan KPK dalam menangani kasus
korupsi Surya Darmadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu: Pertama, berdasarkan kasus korupsi
Surya Darmadi kasus tersebut penyelesaian izin tapak dan perkebunan yang
dilakukan secara tidak sah tanpa adanya dasar persetujuan dalam memperoleh izin
pelepasan kawasan hutan. Kedua, tindak KPK menangani kasus Surya Darmadi
sesual nilai kemanusiaan. Ketiga, beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi pada
kasus Surya Darmadi meskipun melanggar nilai kemanusiaan adalah sifat serakah
pada manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah.

KATA KUNCI: korupsi, nilai kemanusiaan, surya darmadi
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I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi
tantangan utama di Indonesia. Tindakan korupsi termasuk dalam
kategori penyakit sosial yang sejajar dengan kejahatan lain seperti suap,
penggelapan dana, pemalsuan dokumen, perusakan barang bukti,
kecurangan, dan pemerasan. Korupsi terjadi baik di tingkat pusat
maupun daerah, menunjukkan betapa luas dan sistemiknya
permasalahan ini. Transparency International (TI) dalam laporan tahun
2015 mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari
188 negara dalam indeks persepsi korupsi, menandakan bahwa korupsi
masih menjadi masalah signifikan di negara ini (Nurwardani et al., 2016,
hlm. 15).

Korupsi dan Sektor Sumber Daya Alam

Sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, Indonesia
memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola hutan sebagai aset
negara untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat." Namun, buruknya tata kelola
hutan, termasuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih perizinan,
menjadi celah bagi praktik korupsi di sektor sumber daya alam, yang
merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup (Sejati &
Prasetyo, 2023, hlm. 57).

Korupsi di sektor ini sering muncul dalam bentuk penyalahgunaan
alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal in1 dilakukan
dengan sengaja untuk mengubah kawasan hutan menjadi lahan
perkebunan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi individu atau
kelompok tertentu. Mispansyah dan Nurunnisa (2021) menjelaskan,
"Praktik korupsi di sektor perizinan perkebunan sawit umumnya
dilakukan melalui suap, baik dalam proses penerbitan izin maupun
berdasarkan luas lahan yang dimintakan izin."

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
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Korupsi didorong oleh berbagai faktor, baik individu maupun
struktural. Pusat Edukasi Anti-Korupsi (2022) mencatat beberapa faktor
internal, seperti sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya
moralitas. Keserakahan membuat seseorang tidak pernah merasa cukup,
sementara gaya hidup konsumtif mendorong pengeluaran melebihi
pendapatan. Moral yang lemah, seperti kurangnya kejujuran dan
rendahnya rasa malu, menjadi penyebab seseorang mudah tergoda untuk
melakukan korupsi.

Hartanti dalam Aisyah (2011) menyebutkan, "Lemahnya
pendidikan agama, ketidaktegasan hukum, serta kemiskinan menjadi
faktor utama yang memungkinkan korupsi terus berkembang." Selain
itu, lemahnya penegakan hukum memperparah situasi ini, memberikan
ruang bagi para pelaku korupsi untuk terus beroperasi tanpa takut
terhadap sanksi.

Studi Kasus: Surya Darmadi dan PT Duta Palma

Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi menjadi salah satu
contoh besar dampak korupsi di sektor sumber daya alam. Dalam kasus
ini, Surya Darmadi, melalui PT Duta Palma Group, diduga menyerobot
lahan seluas 37.095 hektar tanpa izin, menyebabkan kerugian negara
sebesar Rp78 triliun (Puspadini, 2023). Hakim menyatakan, "Terdakwa
Surya Darmadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana
korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diatur dalam dakwaan primer." (Ernes, 2023).

Surya Darmadi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan
denda Rpl miliar. Meski demikian, Surya terus menyangkal tuduhan
tersebut, menyatakan, "Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan

tindak pidana pencucian uang. Semua utang saya lunasi." (Puspadini,
2023).

Implikasi dan Solusi

Dampak korupsi di sektor sumber daya alam sangat luas,
mencakup kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan hilangnya
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pendapatan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas,
investigasi menyeluruh, serta reformasi di sektor perkebunan menjadi
langkah penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu,
penerapan teknologi digital dalam proses perizinan dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002, "Pendidikan antikorupsi harus diselenggarakan di setiap
jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran dan budaya
antikorupsi di masyarakat." Langkah ini menjadi kunci untuk
menciptakan generasi yang lebih sadar dan berintegritas, sekaligus
mencegah terulangnya kasus korupsi yang merugikan negara dan
masyarakat.

Korupsi di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam,
membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan
hukum, reformasi kelembagaan, dan edukasi masyarakat. Dengan
memegang teguh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua,
"Kemanusiaan yang adil dan beradab," bangsa Indonesia dapat
membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan..

II. METODE

Penelitian in1i menggunakan metode penelitian kualitatif disebut
juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui
pengumpulan dan analisis sumber-sumber data sekunder yang berkaitan
dengan kasus korupsi Surya Darmadi dan perspektif nilai kemanusiaan.
Penelitian ini difokuskan pada tinjauan literatur hukum, peraturan,
laporan, serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik. Populasi
penelitian terdiri dari, undang-undang terkait tindak pidana korupsi,
laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), putusan
pengadilan dalam kasus Surya Darmadi, serta artikel dan publikasi
ilmiah yang membahas nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan
korupsi. Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrument
pengumpulan data pada jurnal ini dilakukan melalui penelaahan
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dokumen, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber-
sumber yang relevan. Penelitian tersebut digunakan untuk mengganalisis
kasus korupsi Surya Darmadi dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi sudah tepat. Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu menganalisis
lebih mendalam mengenai tindak kasus korupsi Surya Darmadi dalam
perspektif nilai kemanusiaan dan dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi sudah tepat.

ITI. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan
Latar Belakang Kasus

Kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group berawal
dari pemberian izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) oleh Bupati
Indragiri Hulu, Raja Tamsir Lachman, kepada empat perusahaan di
bawah grup tersebut: PT Banyu Bening Urama (2003), PT Panca Argo
Lestari, PT Palma Satu, dan PT Seberida Subur (2007). Izin tersebut
mencakup kawasan Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK), Hutan
Penggunaan Lainnya (HPL), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Namun, proses perizinan dilakukan secara tidak sah tanpa persetujuan
pelepasan kawasan hutan. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group belum
memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, dan tidak memenuhi
kewajiban hukum untuk mengalokasikan 20% lahan bagi pola kemitraan
dengan masyarakat (Putri, 2024).

Peran Surya Darmadi

Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya
Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, sebagai tersangka atas dugaan
korupsi berupa perampasan lahan seluas 37.095 hektare di Kabupaten
Indragiri Hulu, Riau. Selama periode 2003-2022, lahan tersebut dikelola
tanpa izin, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun.
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Sebelumnya, pada 2014, Surya Darmadi juga terlibat dalam kasus
korupsi alih fungsi hutan di Riau, memberikan suap sebesar Rp 3 miliar
kepada Gubernur Riau Annas Mamun melalui perantara. Dalam kasus
ini, Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana
pencucian uang (Putri, 2024).

Analisis Penyebab Korupsi

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi yang terjadi
di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor internal seperti keserakahan,
rendahnya moralitas, dan lemahnya etika pelayanan publik (Yamin,
2016 dalam Syarief & Prastiyo, 2018). Dalam konteks kasus Surya
Darmadi, faktor keserakahan menjadi pendorong utama tindakan
korupsi yang dilakukan, termasuk pembayaran kepada pejabat daerah
untuk memuluskan perizinan yang tidak sah (Nailuvar et al., 2023, him.
143).

Perspektif Nilai Kemanusiaan

Korupsi seperti yang dilakukan oleh Surya Darmadi merupakan
pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama sila kedua
Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai ini
menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia,
yang diabaikan dalam tindakan korupsi ini.

Firman Freaddy Busroh (2017) menjelaskan bahwa nilai
kemanusiaan dalam Pancasila mengharapkan setiap individu untuk
menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi keadilan, dan
berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Pelanggaran terhadap prinsip
ini terlihat jelas dalam kasus Duta Palma, di mana hak masyarakat
setempat atas pengelolaan sumber daya alam diabaikan, sementara
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kerugian negara yang sangat besar merusak kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan.

Implikasi Kasus

Korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group tidak hanya
menyebabkan kerugian negara secara finansial tetapi juga merugikan
masyarakat lokal dan lingkungan. Lahan yang seharusnya dikelola
untuk kesejahteraan rakyat digunakan secara ilegal tanpa memberikan
manfaat ekonomi atau sosial yang layak. Hal in1 menunjukkan bahwa
tindakan korupsi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial
dan keberlanjutan lingkungan.

Rekomendasi Solusi
Penegakan Hukum yang Tegas

Mengingat besarnya skala korupsi, diperlukan penegakan hukum
yang tegas dan transparan untuk memastikan bahwa para pelaku, baik
di sektor swasta maupun pemerintah, mendapat hukuman setimpal.

Reformasi Sistem Perizinan

Proses perizinan lahan perlu direformasi dengan memanfaatkan
teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, program pendidikan antikorupsi harus diterapkan di semua
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jenjang pendidikan wuntuk membangun kesadaran dan budaya
antikorupsi di masyarakat.

Peningkatan Kesadaran Nilai Pancasila

Pancasila, khususnya sila kedua, perlu ditekankan sebagai fondasi
moral untuk mengatasi korupsi. Nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik oleh
individu maupun institusi.

Kasus korupsi PT Duta Palma Group adalah cerminan dari
kompleksitas masalah korupsi di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan
ini, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan reformasi hukum,
penguatan etika publik, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan
demikian, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

B. Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK Untuk Menangani Tindak
Kasus Korupsi Surya Darmadi Sesuai Nilai Kemanusiaan

Tindakan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini mulai
terlihat jelas pada 1 Agustus 2022, ketika Surya Darmadi ditetapkan
sebagai tersangka atas dugaan perampasan lahan kelapa sawit seluas
37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sejak tahun
2003 hingga 2022, lahan tersebut dikelola tanpa izin oleh perusahaan
kelapa sawit Surya, yaitu PT Duta Palma Group. Atas perbuatannya,
Surya dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Surya beberapa kali
mengabaikan panggilan dari Jaksa Agung. Sebelumnya, pada tahun
2014, Surya juga sudah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi terkait alih fungsi hutan di Provinsi
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Riau. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa Surya memberikan suap
senilai Rp 3 miliar kepada mantan Gubernur Riau, Annas Mamun,
melalui perantara Gulat Medali Emas Manurung.

Pada 15 Agustus 2022, Kejaksaan Agung berhasil menjemput
Surya Darmadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penjemputan
ini merupakan hasil dari komunikasi antara tim penyidik Kejaksaan
Agung dan tim penasihat hukum tersangka. Surya terbang dari Taiwan
dengan maskapai China Airlines CI761 pada pukul 09.36 waktu
setempat dan tiba di Indonesia pada pukul 13.13 WIB. Setibanya di
Kejaksaan Agung, Surya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan
dan identitas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait PT
Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. (Putri, 2024).

C. Alasan Surya Darmadi Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Meskipun Melanggar Nilai Kemanusiaan

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada
tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani di Indonesia,
meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 1.396 orang telah
menjadi tersangka dalam berbagai kasus korupsi. Meningkatnya kasus
korupsi in1 disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

Dalam kasus pengambilalihan lahan kelapa sawit oleh PT Duta
Palma Group, terdapat beberapa faktor penyebab korupsi di Indonesia
yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: perilaku
individu, kelemahan hukum dan peraturan, serta ketidakmampuan
sistem pengawasan. Dari sisi individu, korupsi sering kali didorong oleh
motivasi internal seperti keserakahan, konsumsi berlebihan, rendahnya
nilai agama, dan kurangnya etika dalam pelayanan publik.

Surya Darmadi sendiri didorong oleh keserakahan untuk
memperluas bisnisnya secara ilegal dengan merampas lahan kelapa sawit
di Provinsi Riau. Meskipun dokumen yang dimiliki oleh PT Duta Palma
Group tidak sah, Surya tetap membayar sejumlah besar uang kepada
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Raja Tamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu, sebagai imbalan atas izin
yang diberikan. Selain faktor individu, lemahnya regulasi dan peraturan
perundang-undangan juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.

Kelemahan dalam proses perizinan lahan memungkinkan pihak-
pthak yang berkepentingan, seperti Surya Darmadi, untuk
mengeksploitasi sistem yang tidak transparan. Ketika peraturan tidak
jelas, perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk melakukan
aktivitas ilegal, seperti memalsukan dokumen atau menyuap pejabat
terkait. Sistem hukum yang lemah semakin memperburuk situasi, karena
memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk menghindari tanggung
jawab hukum. (Nailuvar et al., 2023, 143)

Kasus ini juga menunjukkan dampak besar dari korupsi terhadap
perekonomian dan lingkungan. Kerugian negara akibat kasus ini
diperkirakan mencapai Rp 78 triliun, yang mencakup kerugian dari hasil
produksi tandan buah kelapa sawit sebesar Rp 9,6 triliun dan kerusakan
lingkungan yang mencapai Rp 69,1 triliun. Dampak kerugian ini akan
mempengaruhi alokasi anggaran negara dan dapat mengganggu
pembangunan di sektor lain.

Akibat dari pengurangan anggaran, sektor-sektor yang krusial bagi
masyarakat, seperti pertanian dan industri skala kecil, mungkin
mengalami penurunan investasi, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan tingkat kemiskinan. Korupsi juga berpotensi mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan,
sehingga memperburuk situasi ekonomi dan sosial di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan persoalan serius di Indonesia yang
memberikan dampak luas dan merugikan bagi masyarakat serta negara.
Penyebab utama korupsi dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama,
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan
individu yang terlibat, seperti kurangnya integritas, lemahnya moralitas,
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dan keserakahan yang mendorong tindakan penyalahgunaan kekuasaan
demi keuntungan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup
kelemahan dalam struktur sosial dan sistem hukum, termasuk celah
dalam pengaturan dan pengawasan yang memberikan ruang bagi praktik
korupsi untuk terjadi. Sistem yang tidak efektif sering kali memfasilitasi
tindakan korupsi ini, sehingga memperburuk kondisi kelembagaan di
berbagai sektor.

Berbagai bentuk korupsi yang umum terjadi di Indonesia
mencakup suap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan
curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan
kepentingan. Dampak dari korupsi meluas hingga menghambat
pertumbuhan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, menciptakan
ketimpangan sosial, dan merusak institusi negara. Korupsi juga
memengaruhi  kepercayaan publik terhadap pemerintah dan
menimbulkan ketegangan sosial yang semakin memperburuk stabilitas
masyarakat.

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai
hambatan yang berasal dari masalah struktural dan manajerial.
Hambatan struktural mencakup kerumitan sistem pemerintahan dan
hukum yang tidak efisien, sementara hambatan manajerial berkaitan
dengan keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan efektivitas lembaga
penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu,
langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk
mengatasi tantangan ini.

Penegakan hukum yang tegas menjadi langkah pertama yang
harus dilakukan, termasuk pemberian sanksi berat bagi pelaku korupsi,
seperti pencabutan hak politik, pengumuman putusan melalui media
massa, serta peningkatan transparansi dalam proses hukum. Upaya ini
harus didukung oleh penguatan transparansi dan pengawasan dalam
penggunaan dana publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Selain 1itu, edukasi antikorupsi sangat penting untuk menanamkan
kesadaran moral dan nilai-nilai integritas, terutama dengan berbasis
pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral bangsa.
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Pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam
pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam
mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi, dengan jaminan
perlindungan hukum bagi pelapor. D1 tingkat sistemik, reformasi politik
harus dilakukan untuk memastikan bahwa dunia politik terbebas dari
praktik korupsi, termasuk melalui pembatasan dana kampanye dan
peningkatan transparansi dalam proses politik. Kerja sama internasional
juga diperlukan untuk menangani kasus korupsi yang bersifat lintas
negara.

Evaluasi kebijakan pencegahan korupsi secara berkala sangat
penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial dan politik
yang terus berkembang. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan
perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat,
sehingga praktik korupsi dapat diminimalkan di berbagai sektor. Dengan
pendekatan yang integratif dan konsisten, Indonesia dapat membangun
tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan adil, serta memperbaiki
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara.
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